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ABSTRAK

Kabupaten Lahat merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Sumatera 
Selatan yang memiliki Bahan Tambang Mineral maupun Batubara yang cukup 
potensial, Salah satunya adalah bahan galian golongan C. Pengelolaan Usaha 
Pertambangan Bahan Galian Golongan C ini diatur dalam Peraturan Daerah 
(PERDA) Kabupaten Lahat Nomor 32 Tahun 2006 Tentang Usaha Pertambangan 
Bahan Galian Golongan C.

Peraturan daerah ini memuat ketentuan pidana berupa pemberian sanksi 
pidana bagi orang atau badan yang melanggar ketentuan dalam peraturan daerah ini. 
akan tetapi peraturan daerah ini tidak secara detail menjelaskan ketentuan-ketentuan 
mana saja yang tidak boleh dilanggar. Sehingga hal ini menimbulkan ketidakpastian 
hukum di masyarakat.

Penggunaan sanksi pidana pada Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lahat 
Nomor 32 Tahun 2006 Tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C 
sebenarnya mempunyai fungsi preventif dan fungsi represif, yaitu Menjamin 
dipatuhinya kewajiban dan larangan yang diterapkan dalam Peraturan Daerah ini. 
Dengan tidak jelasnya ketentuan yang tidak boleh dilanggar tersebut dan bentuk 
sanksi pidananya, bukan tidak mungkin fungsi tersebut tidak akan terwujud.

Kata kunci: Peraturan Daerah, ketentuan, sanksi pidana
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ABSTRACT

Lahat District is one district in South Sumatra province which has a Mineral and 
Coal Minerals considerable potential, One of these is the mineral group C. 
Management of Mineral Mining Group C is regulated in the Local Regulation 
(PERDA) No. 32 Year 2006 About Mineral Mining Group C.

Regulation of these areas contain criminal provisions in the form of criminal 
sanctions for persons or entities who violate the provisions of these bylaws. however, 
these local regulations are not in detail explain any provisions that should not be 
violated. So that this matter raises legal uncertainty in the community.

The use of criminal sanctions in the Local Regulation (PERDA) No. 32 Year 2006 
About Mineral Mining Group C actually has the function of preventive and repressive 
functions, namely Ensure compliance with obligations and restrictions that apply in 
this regulation. With the lack of clarily about the provisions that should not be 
violated and form criminal sanctions, it is not impossible that function would not 
exist.

Keywords: Local regulations, provisions, criminal sanctions
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional Indonesia bertujuan untuk mewujudkan masyarakat 

adil dan makmur yang merata baik secara materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila 

dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan hal tersebut peranan keijasama 

antara pemerintah dan masyarakat sangat penting, bahkan pemerintah harus secara 

sadar berusaha membawa rakyat dan Negara kearah yang dicita-citakan sesuai 

dengan alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Alinea ini 

mempertegas cita-cita yang harus dicapai oleh bangsa Indonesia melalui wadah

iNegara Kesatuan Republik Indonesia.

Pelaksanaan beberapa bidang pembangunan nasional di Indonesia berkaitan

dengan seluruh aktifitas kehidupan masyarakat yang dalam kegiatannya dipengaruhi 

oleh beberapa faktor, salah satunya adalah sumber daya alam.2

Sumber daya alam yang banyak dikonsumsi masyarakat di dalam 

penggunaannya haruslah dimanfaatkan seefektif mungkin dan seefisien mungkin,

1 Sumarsono, S.dkk, Pendidikan Kewarganegaraan, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hlm 47.
Badan Pembina Hukum Nasional, Analisa dan evaluasi Hukum tentang prosedur perizinan 

Pertambangan rakyat, Departemen Kehakiman, Jakarta, 1995, hlm 1.

1
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karena penggunaan sumber daya alam secara berlebihan dan tidak dibarengi dengan 

pemeliharaannya akan membawa berbagai bencana.3

Salah satu sumber daya alam yang sangat strategis adalah sesuai yang diatur 

dalam ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 yang berbunyi:

“Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh 
Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Karena itu, Bangsa Indonesia bertekad mendayagunakan segenap kekayaan

alam, sumber daya, serta seluruh potensi nasionalnya berdasarkan kebijaksanaan yang

terpadu, seimbang, serasi, dan selaras untuk mewujudkan kesejahteraan dan 

keamanan segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia secara adil.4

Dalam rangka penggunaan sumber daya alam tersebut, terdapat suatu kegiatan

yang dilakukan masyarakat, yaitu kegiatan Pertambangan. Kegiatan Pertambangan ini 

diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral 

dan Batubara yang menggantikan UU No. 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan- 

Ketentuan Pokok Pertambangan yang dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan 

perkembangan Pertambangan di Indonesia.

Ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2009 menjelaskan bahwa, 

Mineral dan Batubara sebagai sumber daya alam yang tak terbarukan merupakan 

kekayaan nasional yang dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besar kesejahteraan

3 Ibid
4 Sumarsono, S.dkk, Op cit, hlm 85.
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rakyat. Kemudian pada ayat (2) menjelaskan bahwa penguasaan Mineral dan 

Batubara oleh Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh 

Pemerintah dan/atau Pemerintahan Daerah.

Pemerintah Daerah dalam hal ini Gubernur, Bupati atau Walikota, dan 

Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sebagaimana 

yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2009 

mempunyai kewenangan dalam hal Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara, 

salah satunya yaitu kewenangan untuk membuat Peraturan Perundang-undangan 

Daerah. Artinya harus ada suatu Peraturan Daerah sebagai suatu bentuk kepastian 

hukum dalam hal pengelolaan pertambangan di Daerah. Kepastian hukum ini akan 

berimplikasi pada adanya suatu aturan yang pasti atau positif dalam mengatur tata

kehidupan manusia disemua bidang kehidupan termasuk dibidang pertambangan.

Ketertiban dan keamanan dalam masyarakat akan terpelihara bilamana tiap-tiap

anggota masyarakat mentaati Peraturan-peraturan (norma-norma) yang ada di 

masyarakat itu.5

Kabupaten Lahat merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Sumatera 

Selatan yang memiliki Bahan Tambang Mineral maupun Batubara yang cukup 

potensial. Bahan Tambang Mineral yang banyak terdapat di Kabupaten Lahat itu 

antara lain Bahan Galian Golongan C. Potensi Bahan Galian Golongan C di 

Kabupaten Lahat yang telah dan masih di ekploitasi adalah batu bangunan (batu kali),

C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlni
257.
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pasir dan sirtu (pasir dan batu) yang sebagian besar tersebar di sepanjang Sungai 

Lematang dan beberapa sungai lainnya. Pengelolaan Usaha Pertambangan Bahan 

Galian Golongan C ini diatur dalam Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lahat 

Nomor 32 Tahun 2006 Tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C.

Dalam Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lahat Nomor 32 Tahun 2006

Tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C tersebut, juga diatur 

mengenai sanksi pidana. Penggunaan sanksi pidana dalam Peraturan Daerah 

(PERDA) didasari dengan pemikiran bahwa sanksi pidana dianggap sebagai penguat 

norma-norma dalam masyarakat. Inti norma adalah ketentuan mengenai sikap tindak

yang harus diambil oleh setiap orang dalam berbuat atau bertingkah laku. Norma

tidak hanya terdapat di dalam lapangan hukum pidana, akan tetapi juga terdapat pada 

bidang-bidang lainnya yang pada umumnya ada sanksi bila dilanggar.6

Himawan Estu Bagijo, salah satu Staf Pengajar Fakultas Hukum Unair, dalam 
tulisannya yang berjudul “Pembentukan Peraturan Daerah”, menyatakan 
bahwa “Penetapan sanksi dalam PERDA akan berkombinasi antara sanksi 
pidana dan sanksi administrasi”.7

Ketentuan Pasal 143 UU No. 32 Tahun 2004, menetapkan :

(1) Peraturan Daerah dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya 
paksaan penegakan hukum, seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar 
sesuai dengan Peraturan Perundangan.

Roeslan Saleh, Pikiran-pikiran tentang pertanggungjawaban Pidana, Ghalia Indonesia Jakarta 
1982, hlm 39.
7 ~ ~~|^2 q |,q’W : U 0 i--——^» d o n e s i a/ i d/P F.M-PERATURAN DAERAH.pdf. diakses pada tanggal 21
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(2) Peraturan Daerah dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 
(enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh 
juta rupiah).

(3) Peraturan Daerah dapat memuat ancaman pidana atau denda selain 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan yang diatur dalam 

Peraturan Perundangan lainnya.

Menurut Himawan, “Ketentuan Pasal 143 ayat (1) menjadi dasar hukum 
pengaturan sanksi administrasi, tujuan utamanya adalah menyelesaikan 
pelanggaran (reparatory). Sanksi administrasi dapat diterapkan langsung oleh 
pemerintah. Oleh sebab itu, Peraturan Daerah harus merumuskan secara 
lengkap dasar hukum, jenis sanksi, prosedur dan pejabat yang berwenang 
menerapkan sanksi administrasi. Hal ini berbeda dengan sanksi pidana, karena 
perancang Perda hanya cukup merumuskan dalam j>erda, sedangkan 
penerapan sanksinya dilakukan melalui prosedur KUHAP”.

Adanya Peraturan Daerah yang mengatur mengenai pengelolaan

Pertambangan Bahan Galian Golongan C ini bukan berarti akan mengurangi

permasalahan dalam bidang Pertambangan Bahan Galian Golongan C, Permasalahan

tersebut malah menunjukkan intensitas yang tinggi di masyarakat. Sebagai contoh,

Dalam pemanfaatan Bahan Galian Tambang Golongan C di Kabupaten Lahat, salah

satu permasalahan yang timbul adalah masalah Lingkungan disekitar Daerah

Tambang.

“Di Kabupaten Lahat khususnya di sepanjang aliran sungai Lematang, kian 
hari mengalami pelebaran dan perusakan, pengikisan dan pengendapan di 
dasar sungai diduga menjadi penyebabnya. Kejadian tersebut salah satunya 
dipicu adanya penambangan Bahan Galian Golongan C yang dilakukan oleh 
warga atau pengusaha pertambangan tanpa izin yang secara berlebihan 
melakukan penambangan di sepanjang aliran sungai Lematang”.9

IbieL
9 Harian Umum Sumatera Ekspres, ",kondisi Lematang Makin Parah”, Rabu 17 Maret 2010, hlm 27.
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Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2006 Tentang Usaha Pertambangan Bahan 

Galian Golongan C di Kabupaten Lahat menyebutkan bahwa usaha penambangan ini 

hanya dapat dilakukan bila telah mendapatkan Surat Ijin Pertambangan Daerah 

(SIPD) yang dikeluarkan Bupati. Namun demikian, Meskipun Surat Izin 

Pertambangan Daerah (SIPD) sudah diberlakukan masih banyak juga pihak yang 

melakukan pelanggaran Terhadap PERDA ini, salah satunya pelanggaran Izin. 

Masyarakat dan pengusaha pertambangan banyak yang melakukan penambangan 

Bahan Galian Golongan C secara illegal atau tanpa izin resmi dari Pemerintah 

Kabupaten Lahat.

Pada dasarnya dalam suatu pelanggaran terdapat unsur pelaku dan perbuatan 

yang sangat berkaitan erat. Perbuatan dalam hal ini adalah tindakan melawan hukum

yang dilakukan oleh pelaku, yang dalam hukum pidana dikenal sebagai tindak pidana.

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan

hukuman oleh UU dan dapat dimintakan pertanggungjawaban serta kepada pelaku

dapat dikenai sanksi pidana.

Penggunaan sanksi pidana pada Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lahat 

Nomor 32 Tahun 2006 Tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C 

sebenarnya mempunyai fungsi preventif dan fungsi represif, yaitu Menjamin 

dipatuhinya kewajiban dan larangan yang diterapkan dalam Peraturan Daerah 

tersebut. Jadi, apabila warga atau pengusaha pertambangan tidak mematuhi 

kewajiban dan larangan yang diterapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lahat
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Nomor 32 Tahun 2006, Maka tepat kiranya warga atau pengusaha pertambangan itu 

dikenakan sanksi yang tegas sesuai dengan ketentuan pidana yang terdapat dalam

Peraturan Daerah ini.

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka Penulis ingin 

mengangkat permasalahan ini kedalam skripsi yang berjudul :

“PERUMUSAN TINDAK PIDANA DALAM PERATURAN DAERAH 

KABUPATEN LAHAT NOMOR 32 TAHUN 2006 TENTANG USAHA

PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C”.

B. Permasalahan

Adapun Permasalahan yang ingin dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Bagaimana Bentuk Tindak Pidana yang Terdapat dalam Peraturan Daerah

(PERDA) Kabupaten Lahat Nomor 32 Tahun 2006 Tentang Usaha

Pertambangan Bahan Galian Golongan C ?

2. Bagaimana Proses Penyidikan terhadap Tindak Pidana sebagaimana yang

dimaksud dalam Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lahat Nomor 32

Tahun 2006 Tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C ?
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C. Ruang Lingkup

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan menyeluruh mengenai 

pembahasan skripsi ini, serta untuk menghindari agar pembahasan tidak menyimpang 

dari permasalahan yang diangkat, maka untuk itu penulis perlu memberikan batasan 

ruang lingkup penulisan yaitu hanya mengenai masalah bentuk tindak pidana yang 

terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 32 Tahun 2006 Tentang 

Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C, dan mengetahui bagaimana proses

penyidikannya.

D. Tujuan dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bentuk tindak pidana yang terdapat 

dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 32 Tahun 2006 Tentang 

Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C dan proses penyidikan tindak 

pidana dalam PERDA tersebut.

2. Manfaat

Manfaat yang ingin dicapai oleh penulis dalam skripsi ini mencakup kegunaan 

teoritis dan kegunaan praktis, sebagai berikut:
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a. Manfaat Teoritis

Penulisan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan 

bagi penulis, mahasiswa, Pemerintah, maupun masyarakat umum 

khususnya bagi masyarakat Kabupaten Lahat mengenai bentuk tindak 

pidana yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 32 

Tahun 2006, dan bagaimana proses penyidikannya. Manfaat lainnya yang 

didapat yaitu menambah perbendaharaan atas kepustakaan Hukum

wawasan

Pidana.

b. Manfaat Praktis

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi

pemerintah, pembentuk Undang-Undang, serta masyarakat khususnya di

Kabupaten Lahat.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah “usaha untuk menemukan, mengembangkan dan 

menguji kebenaran suatu pengetahuan yang dilakukan secara metodologis dan 

sistematis. Metodologis berarti menggunakan metode-metode yang bersifat ilmiah, 

sedangkan sistematis sesuai dengan pedoman atau aturan penelitian yang berlaku 

untuk sebuah karya tulis”.10

10 Sutrisno Hadi, Metodologi riset, Anai Offset, Yogyakarta, 1985, hlm 63.
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Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut.

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis-Normatif, metode 

yang digunakan adalah pengkajian kepustakaan atau literatur. Dalam hal ini penulis 

tidak bertatap muka dengan informan atau responden.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, sehingga dapat memberikan gambaran secara

menyeluruh dan sistematis mengenai bentuk tindak pidana serta mengetahui 

bagaimana proses penyidikan terhadap tindak pidana dalam Peraturan Daerah

Kabupaten Lahat Nomor 32 Tahun 2006.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang

berdasarkan pada data sekunder. Data sekunder ini diperoleh dari studi kepustakaan 

dan dokumen, terutama bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan dalam

penulisan skripsi ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data sekunder, yaitu data 

yang diperoleh melalui penelusuran Bahan-bahan hukum, terdiri dari:

11 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1986, hlm.10.
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a. Bahan hukum primer:

l.KUHP dan KUHAP.

2. Undang-Undang diluar KUHP dan KUHAP, seperti:

- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan

Batubara.

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

- Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 32 Tahun 2006 Tentang Usaha

Pertambangan Bahan Galian Golongan C.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan

mengenai bahan hukum primer, yaitu doktrin, yurisprudensi, azas-azas hukum,

hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan lain sebagainya .

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, terdiri dari:

1) Kamus Umum Bahasa Indonesia;

2) Kamus hukum;

3) Buku literatur;

4) Hasil-hasil penelitian;

5) Hasil karya dari kalangan hukum;

6) Majalah, koran, media cetak dan elektronik.
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5. Menganalisis Data

Analisis data dilakukan dengan menganalisis bahan hukum yang dilakukan

secara kualitatif dan semua bahan hukum dianalisis secara content analysis atau

analisis isi, yaitu melihat dan menganalisis isi dari Pasal-pasal dalam Peraturan derah

terhadap beberapa permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini. Karena

bahan yang utama dalam penulisan laporan penelitian ini adalah berupa bahan-bahan

tertulis, selanjutnya bahan-bahan tersebut dikumpulkan, disusun, diolah dan

dihubungkan satu dengan yang lainnya dalam bentuk kata-kata hingga mendapatkan

suatu kesimpulan.
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